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PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 6/9 ={2013 No. 72,

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. mmm:m._,ﬁ_majmm,m ketentuan
Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007-tentang Perseroan
Terbatas. _ ¥

Fl.
3

S
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM.DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK{INDONESIA

Nomor : >_._c-wwn_.%u~.>r%u.8.: hun 2013
T

ENTANG
PERSETUJUAN wmxcww;pz ANGGARAN DASAR
| __v‘_.wmxmmwo»z
zmzﬁwwmcx:z DAN HAK ASASI MANUSIA
/x._ REPUBLIK INDONESIA,

zm:msmMmW&w bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama
g~ terhadap Data Isian Akta Notaris Model IT dan dokumen
pendukungnya serta salinan Akta Nomor 119, tanggal
3 April 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris
Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., dan diterima pada tanggal
4 April 2013, telah memenuhi syarat dan telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756),;
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Eselon 1 Kementerian Negara; A./

bz

Peraturan Menteri Hukum amz,ﬂ,,%mmﬁmmm_ Manusia
Republik Indonesia Nomor M:HH-05.0T.01.01

Tahun 2010 Tanggal 30;,Desember 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja, Kefjenterian Hukum dan
Hak Asasi zmzcmmmm&muccwm«_aao:mmam

Peraturan 2m=_mmm@1wm_»c3 dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01
Tahun Noa_@wm:nm:ow_.\mﬁm Cara Pengajuan Permohonan
vm:mmmm:m:&m@um: Hukum Perseroan, Persetujuan

_umn_gcm:m:f_p:mm.u_.m: Dasar, Penyampaian Pemberitahuan
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Perubahan’ Anggaran Dasar, dan Perubahan Data

o ut”

&
Perseroan;

-
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"MEMUTUSKAN :

,m\ 3

b
3

Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Bank
Maspion Indonesia Thk, NPWP01.469.544.9-
631.000, berkedudukan di Surabaya - Kota Surabaya
karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris
Model II yang disimpan di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 119,
tanggal 3 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Dr. Irawan
Soerodjo, SH., MSi., berkedudukan di Kotamadya Jakarta
Barat.
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KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat xmxm_qcm:
dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 April Nom_w

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK -ASASIZMANUSIA
REPUBLIK INDONESIA ™\,
DIREKTUR JENDERAL

chzaqx»m;cﬁcﬁ%v\_cz

W

T4
DR. AIDIR AMINZDAUD, SH., MH., DEM.
NIP. 19581120 198810 1 001
\m..w@. 7
Daftar Perseroan Nomor pxw%oou@mmm.px.8.8.;::3 2013
Tanggal 04 April 2013 .w
53
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PERNYATAAN
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS
PT. BANK MASPION INDONESIA

Nomor : 119.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga April n_cm ribu tiga b
Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga uc :ﬁﬂmb_ﬂ Waktu Indonesia

Barat). %/ ww
Hadir dihadapan saya, ooxﬁo@m@ama. Soerodjo, Sarjana Hukum,

Magister Sains, Notaris di umxw;m_ amafm_m_._ dihadiri oleh para saksi yang
telah dikenal oleh saya, Notakis, dan hama-namanya akan disebutkan

pada bagian akhir akta ini : %

P

- Tuan Herman Haljm, lahir di Surabaya, pada tanggal empat belas
Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tiga (14-8-1953), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Diamond
Hill DR 3/1 ,,,@. ~Raya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007,
Kelurahan zwa ecamatan Sambikerep, pemegang Kartu ._.m_.am

vm:%w:r 333 12.5625.140853.0002, untuk sementara berada

%
St

di Jakar

MenGirut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Utama demikian mewakili Direksi, yang telah mendapat kuasa dari
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
PT. Bank Maspion Indonesia, berkedudukan di Surabaya -
Kota Surabaya, berkantor pusat di Jalan Basuki Rahmat 50-54, Tegalsari
(untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran
dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris,
tertanggal dua puluh lima Maret dua ribu tiga belas (25-3-2013),
nomor 291, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum
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Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata
dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh delapan Maret dua
ribu tiga belas (28-3-2013), nomor AHU-16164.AH.01.02.Tahun 2013,
dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata
dalam Surat, tertanggal dua April dua ribu tiga belas (2-4-2013),
nomor AHU-AH.01.10-11769.

Demikian berdasarkan Keputusan Para nmammmﬂmxmmﬁm_a Perseroan,
yang a__u:mﬁ.ﬁ__&msmr tangan, bermeterai cukup, yang telah
ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal dua

i

April dua ribu tiga belas (3-4-2013), yang aslinya difekatkan pada minuta

s

akta ini (untuk selanjutnya disebut Keputusan);

i e TS

Penghadap telah dikenal o_m_._-mm.ﬁmmm_w_,ohm:m.

Penghadap dengan bertindak mma.wdwmamzm tersebut di atas, terlebih

dahulu menerangkan : )
B

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 91 Undang-Undang nomor 40
Tahun 2007 (dua ribd*tt juh) tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran
Dasar Perseroan, para pi megang saham Perseroan dapat mengambil
keputusan yang:sah tanpa' mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham

dengan _Amﬂmsﬂcm@mmﬂw:._cm pemegang saham diberitahu secara tertulis

dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul

yang aﬁ%m%mm secara tertulis serta menandatanganinya sebagai tanda
a

persetuj ._._:,WmE dan lain sebagaimana ternyata dalam Keputusan;

. ko
Bahwa Keputusan tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh
para pemegang saham yang mewakili 3.081.000.000 (tiga miliar delapan
puluh satu juta)saham yang merupakan seluruh saham-saham yang telah

dikeluarkan oleh Perseroan;
Bahwa Keputusan tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini;

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka
nm:m:mamm dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas, menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-

e et o

T Y
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keputusan yang telah disetujui cleh para pemegang saham Perseroan

.adalah sebagai berikut :

I. Menyetujui dan menegaskan rencana Perseroan untuk melakukan
penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat
("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan
tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan
dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan .ﬂmﬁucxm“_.‘_hﬁ_,

e e,
BT

II. Menyetujui perubahan nama Perseroan“menjadi Perseroan

LN

Terbatas PT. Bank Maspion Indonesia Tbk; N

III. Menyetujui untuk mengeluarkan mgwagnm_ma simpanan/
portepel Perseroan dan Bm:mzm%m:\émacm_m\mmsma baru yang akan

dikeluarkan dari portepel tersebut :._ﬁm,_m_cm Penawaran Umum kepada

ST e

masyarakat dalam jumlah sebanyak=banyaknya 40% (empat puluh
ssca Y
persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah
Penawaran Umum atau 2.054;000.000 (dua miliar lima puluh empat
juta) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar
Rp. 100,00 ?m_.mgm.w%cua&v- dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan <%“m“_cm_.,_m_mxc termasuk peraturan Pasar Modal dan
Peraturan mcaﬂm‘ﬁmx di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-

T

saham vmﬂmm_.om_.._&ﬁmﬂmﬁxmi

Sehubungan mw:@ma keputusan tersebut selanjutnya para pemegang
mm:m:._&mmhmm%m:wm:mm: ini menyetujui dan menyatakan melepaskan
haknya :z.whxwamacm: terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan
saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat melalui
Pasar Modal tersebut di atas;

IV. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah
dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan
dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, pada Bursa Efek
Indonesia (Company Listing), termasuk saham-saham yang dimiliki oleh
pemegang saham Perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya 99% (sembilan
puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
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Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum sesuai dengan
Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1999 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan) tentang Pembelian Saham Bank Umum berikut
perubahan dan peraturan pelaksanaannya, serta menyetujui untuk
mendaftarkan saham-saham tersebut dalam Penitipan Kolektif sesuai
dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;

V. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Qm,am: Komisaris
Perseroan, sehubungan dengan telah berlaku mﬁ__mmm.._mm engangkatan
Tuan Muhammad Pujiono Santoso sebagai Koniisaris“Independen
Perseroan sesuai dengan keputusan butir VIII am_.w_,_: Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan <mww_m_ma. uangkan dalam akta
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, ﬂmnm:awm_.m juh belas September
dua ribu dua belas (17-9-2012) nofnor Hmowem:o bertalian dengan

Persetujuan dari Bank H:ao:mm_mhm“mmm%wﬁm:m ternyata dalam Surat
tertanggal sembilan belas _umm%aamm_a:m ribu dua belas (19-12-2012),

nomor 14/156/GBI/DPIP/Rahasia.
Dengan amaum}mz_ﬂm: Rekomendasi Komite Remunerasi dan
Nominasi tanggal sebélas Maret dua ribu tiga belas (11-3-2013), serta

Sl
menetapkan ; wwj ’

B
kg : - .
= Tuan Koesparmono Irsan sebagai Komisaris, semula sebagai

Komisaris Independen;

T

- ._.cms‘mw:Q xm.wmmzo sebagai Komisaris Utama (Independen), semula
mmuwdnm«__mw_wosam:m Independent I, yang berlaku efektif sejak
memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia;

Selanjutnya menetapkan kembali dan menegaskan susunan anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak :

a. tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan sampai dengan
tanggal dikeluarkannya surat persetujuan dari Bank Indonesia kepada
Tuan Henry Kaunang tersebut, adalah sebagai berikut

Direksi :

Direktur Utama ¢ Tuan Herman Halim;

g

Pt
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Direktur :  Nyonya Sri Redjeki;
Direktur Kepatuhan
(Tidak Terafiliasi) : Nyonya lis Herijati;
Direktur : Nyonya Yunita Wanda, Wong;

Dewan Komisaris : \
Komisaris (Independen) : Tuan Henry Kaunang:™,
Komisaris . Tuan Koesparmo H san
Komisaris (Independen) : Tuan zcsmﬁwﬂma nE.&.g Santoso;

b. tanggal surat persetujuan dari Bank H:mmmi.mmm.xmumn_m Tuan Henry

Kaunang tersebut, sampai dengan u\macﬁcum:w,‘mmmn Umum Pemegang

Saham Tahunan Perseroan yang a._mamww% pada tahun 2015 (dua ribu
lima belas), adalah sebagai beriku N .
..__\ .,

Direksi : . )m,,m? x |

Direktur Utama : A.@.m: Herman Halim;

Direktur % Nyonya Sri Redjeki;

Direktur Kepatuhan \Wm

(Tidak Tera ;@Wn © Nyonya lis Herijati;

U_ﬂm_\\«Eﬂ ’ : Nyonya Yunita Wanda, Wong;
Umzm:mﬁ@ﬁ@mzm -

Komisdris Utama

(Independen) : Tuan Henry Kaunang;

Komisaris :  Tuan Koesparmono Irsan;

Komisaris (Independen) : Tuan Muhammad Pujiono Santoso;

Sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, selanjutnya
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk
memindahkan kuasa ini kepada orang lain, dikuasakan _._a.“_.__A B.m:cm:u_a:\
menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
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dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris, bilamana diperlukan, setelah diperolehnya persetujuan
dari Bank Indonesia tersebut, yang selanjutnya memberitahukannya pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

VI.Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan.tntuk melakukan

semua dan setiap tindakan yang diperlukan .mmﬁm.»@%mg dengan

Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal,

termasuk tetapi tidak terbatas : - ¥

gy

untuk mencatatkan saham-saham _umama.mﬁ%;w% merupakan saham
yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, ummm Bursa Efek Indonesia

dengan memperhatikan peraturan dan.ketentuan yang berlaku di bidang
Pasar Modal; . .ﬂﬂk.ﬂ&w@u

mendaftarkan saham-sahdf dalam’Penitipan Kolektif sesuai dengan
Peraturan Kustodian Sentral EféksIndonesia sesuai dengan ketentuan

dan peraturan yang berlaku sehu ungan dengan hal tersebut;

A vw

hal-hal lain yang befKaitan:

VII. 3m3cmmﬁm: kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan, :_._%%mﬁo@imsxm: dalam akta tersendiri yang dibuat
n::mnmmm?zgmzmwsm:um:mm kepastian jumlah saham yang ditempatkan
dan a_mww%wﬁamm:x menyatakan susunan pemegang saham Perseroan

setelah vm@mamaa Umum saham kepada Masyarakat;

VIIL. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan,
termasuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam
rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar
Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
peraturan yang berlaku di Pasar Modal;

Untuk itu selanjutnya merubah dan menyusun kembali seluruh
Anggaran Dasar Perseroan (untuk selanjutnya disebut Anggaran Dasar)
sehingga menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

10
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Nama dan tempat kedudukan
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. Bank Maspion
Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota
Surabaya. .A.,x

2. Perseroan dapat membuka cabang atau umﬂam.mr_ﬁmw&ﬂmaumﬁ lain,
baik didalam maupun diluar wilayah Republik anmmm_m sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi, dengan umﬂmmﬂ&:ma.,wmm_ i Dewan Komisaris.

\
Jangka waktu _umﬁn_.\_ﬁn.,_,::wvum;mﬂoms
SR,

P o
Perseroan ini didirikan c.mmmma.m:m_xm waktu yang tidak terbatas.

Maksud danistujuan serta kegiatan usaha

V4
Pasal 3

1. Maksud ﬁw@&m: Perseroan ialah :
- mmﬂm\m.wwm}am_ma bidang Bank Umum.

T

2. :':ﬁw\am:nmumm maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

i. kegiatan usaha utama :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;

11
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Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk
kepentingan atau atas perintah nasabahnya :

I. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank,
yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan
dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

ii. Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang
masa berlakunya tidak lebih lama dari Kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat tersebut; %W&Wﬁww

iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat H.mngms pemerintah;
iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); wﬁﬁ,
\ -

v. Obligasi; A i
: . N ¥
vi. Surat dagang berjangkaZwaktu, sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku;.,

vii. Surat berharga la _LNWS _u,m,a.m_._mxm waktu, sesuai dengan
peraturan perundanganiyang berlaku;

..ﬁ\%, z

Memindahkan tang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

y by, &
kepentingan nasabah;
Menem 'mxm%ﬁ_am:m pada, meminjam dana dari, atau
Bmaé.ma_mm.

r n‘dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan
mc_ar%ma:m telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek
atdl*Sarana lainnya;

Merigfima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga;

Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak:

Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

12
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Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan
wali amanat;

Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada me_rmw_mmc perusahaan
lain di bidang keuangan, seperti um_.cmm:mm:f.m.,mzm guna usaha,
perusahaan modal ventura, perusahaan efek perusahaan asuransi,
serta lembaga Wiring penyelesaian mm@mm_:ﬁaumsm_? dengan
memenuhi ketentuan yang ﬁ_:mmmnxm:y@_%ﬁmm:x Indonesia;

Melakukan kegiatan um:ﬁ;m@c&&ﬂmm“ sementara untuk mengatasi

. .;wm., LT

akibat kegagalan kredit mﬁm_.__.fmmm%_m: pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, am_._mm:._w\_man harys menarik kembali penyertaannya

dengan memenuhi _Amﬁm:@m.: yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
Bertindak sebagai um:n_i.,mm:m pensiun dan pengurus dana
pensiun, mmm:m‘_wmmm_jmma ketentuan dalam peraturan perundang-

e
undangan dana um%zﬂ yang berlaku;

ii. kegiatan usaha,penunjang :

Melakuka .wr.mommﬁm: lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang
tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku,
termiasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau
um;ﬁm“wam"m_.. kredit antara lain membeli agunan, baik semua
maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam
hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan

ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

Modal
Pasal 4
Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.200.000.000.000,00

(satu triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 12.000.000.000 (dua

d 13
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belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal R

(seratus Rupiah). p. 100,00

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh
sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 3.081.000.000
(tiga miliar delapan puluh satu juta) saham dengan nilaj nominal
seluaihnya sebesar Rp. 308.100.000.000,00 (tiga ﬂmEm delapan miliar
seratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan,

Ao,

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan n_m_._m_m_: carasselain dalam
bentuk uang, baik berupa benda berwujud sm:ucz :amx _um:aEcn_ wajib
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

. benda yang dijadikan setoran aoam_ Q_Bmxmwa wajib diumumkan
xmumam publik pada saat pemangg ilan. Rapat- Umum Pemegang Saham
mengenai penyetoran wm_\mmcc_...,.r.

o

benda yang dijadikan mmcmma mmﬁoim.:_ modal wajib dinilai oleh penilai
yang terdaftar di OtoritasiJasa Keuangan atau instansi yang
berwenang dan/atau um%mxmm:m_._ﬁ dan/atau penggantinya
(selanjutnya dalam: >_._o@m33 Dasar ini cukup disebut dengan "0JK"),
dan tidak dijaminkan’ am:mm_._ cara apapun juga;

y».

C. memperoleh’ _umame_cm: terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang
Saham, n_m:om: Bmaumﬂ:m:xm: peraturan perundang-undangan dan
pera 3_35:@ berlaku di bidang Pasar Modal;

r?rm.wxﬁ..w..-&w.tlm

d. dalam. Pm_ benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan
dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar, dan

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham,
laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal
sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan
Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
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Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan

_dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di
bidang Pasar Modal.

4, Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan
syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh U:m_a_ dan harga
tersebut tidak dibawah harga pari, dengan Bm:m_:n_m:_a: peraturan-
peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, vmﬁmeﬂm: perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di wamsm Pasar Modal, serta
peraturan Bursa Efek di tempat dimana u,.:ma saham Perseroan
&nmﬁm”xm:. ,

5. a. Setiap penambahan moda v_«,wam“._c_ ﬁ_m:mm_cma: Efek Bersifat
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas mam_m: mmmma ‘atau Efek yang dapat ditukar
dengan saham atau Efek E:m amzom:ac:m hak untuk memperoleh
Saham antara lain Obligasi Konve mf_xmﬁm: Waran) yang dilakukan dengan
pemesanan, maka :w_ Hmam_ucﬁﬁ&:u dilakukan dengan memberikan
Hak Memesan Efek “Tek _m_u_onm::_c kepada pemegang saham yang
namanya tercatat dalamiPaftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal <m3m‘mm_p%2_._xm: Rapat Umum Pemegang Saham yang
menyetujui perigeliaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang
mmumsn__:@ nmgomﬁ;ca_m: Saham yang telah terdaftar dalam Daftar
nm_.:mm_m a%.ﬂwms Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing

pada ﬂm:mmﬁﬁ tersebut;

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan
diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal;

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan
tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka
waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan

s '}.
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perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bi

. i bidang Pa .
serta peraturan Bursa Efek di tempat dima i sar Modal -
dicatatkan; ; na saham-saham Perseroan

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan

me &m.sg_ oleh pemegang Hak Memesan Efek ._.mm_mm_u_“:vm_wﬁm_mﬂ o
n__mho_am__mm: kepada semua pemegang saham yang memesan tamb mzz_m
m_"m_m Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek mmm.w i
mwsam yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat m.;m,m_.ﬁmm yan G_M o
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak dismbilct _,,mmcﬁmhm.m.u
n__m_o_a.m_xm_._ sebanding dengan jumlah Hak Memesan wﬁmw‘ﬂmzmzz om:h"

yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang amammm:
tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan _m._.mm_,mmw_mm: am:._um%ms_a”

peraturan perundang-undangan n.m_._\_u_,magmm“km:m_ am_._mxcnzzn_m:m

Pasar Modal; e

- S,
_e. Dalam hal masih terdapat sisa_Efek Bersifat Ekuitas i

a._maw__ bagian oleh umammmz%mm_rma,mmcmm_mmamsm a_:._mxm_._wmzﬂmcﬂnmmw
di atas, Bmxm dalam hal ﬁmam,u.m%._umacm__ siaga, Efek Bersifat Ekuitas
ﬁmamcﬁ wajib .q_m_ow,mm:a: kepada pihak tertentu yang bertindak
mmummm._ pembeli siaga: _ﬁ:mwz harga dan syarat-syarat yang sama
kecuali ditentukan lainzoleh peraturan perundang-undangan amL
peraturan yangsberlaku di bidang Pasar Modal:

fi vm:ma_ummmm:ﬁ__ lodal disetor menjadi efektif setelah terjadi
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak <mmm_m M_mnhw
denganxsal am yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak
:._m:o:ﬂm:,.m___\.xwzmu._cma Perseroan untuk mengurus pemberitahuan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

9. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegan i
sa
dalam hal pengeluaran Efek : pada pemegang saham dapat dilakukan

. ditujukan kepada karyawan Perseroan:

i. Mﬁcu.:xm:. kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat
Ikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham;

el
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iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang
telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau

iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan
perundang-undangan dan peraturan’yang berlaku di bidang Pasar
Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran maw, Bersifat Ekuitas
dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut.dalamiPasal 4 ayat 5

-+ 1l

huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan

.

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana‘saham-saham Perseroan
L

dicatatkan mengizinkannya. 'Y

6. Pelaksanaan pengeluaran mmwmswsw_ma simpanan untuk pemegang
Efek yang dapat ditukar dengan’ saham atau Efek yang mengandung
hak untuk memperoleh sahamy.dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan
persetujuan Rapat Umum vm%m@ﬁ:o Saham Perseroan terdahulu yang
telah menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan

umBEa:-umaEa:.ﬁmm termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan

or

perundang-undangan ,m,m% eraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

serta peraturan, Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan
icatatkan, S
dicatatkan ,.\f.,q

7. Wmsmacm:m_g ‘modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan
amamm@%rmwﬁmmucem% Rapat Umum Pemegang Saham.
om_ma,gw_.__w:o%_ dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-
saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :

a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang
menyetujui untuk menambah modal dasar;
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b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasj Manusia
Republik Indonesia;

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat m._uxmmmm_ ini;

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimanazdimaksud dalam

L,

ayat 8.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka-Perseroan harus

mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan
dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh@lima,.persen) dari modal

7S

dasar dengan memperhatikan xm_“mic%a_..umﬂmga_._ perundang-
undangan yang berlaku, dalam jangka waktl 2 (dua) bulan setelah

S T T

jangka waktu dalam ayat m.nbmmm “ptetidak terpenuhi;

m.um_.mmwcw.cm:xmumn cB:B.vm%ammm,wm\mm:mB mmcm@m_:._m:mn__amxm:a
dalam ayat 8.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah

anggaran dasar sebagaimana‘dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini.

9. Perubahan m:m@%@n dasar dalam rangka penambahan modal dasar
menjadi efektif setelah Hm&w&?m penyetoran modal yang mengakibatkan
besarnya modal n_,_m%sﬂ menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima
persen) dari modal“dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan
saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi

_Amém_.a.m. _%m_m_mmsm: csﬁ_._xam:ocamumamn&:m:uméum:ms m:omms.:
dasar kepada-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah
dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham

yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan
perundang-undangan menentukan lain.

Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal.

18
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Saham
Pasal 5
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham

atas nama.

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau
tanpa nilai nominal.

Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dila u an sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,.-

3. Perseroan hanya mengakui seorang ..w_nm.ch._{ﬁmmﬁcv pihak saja,
baik perorangan maupun badan :cxxcﬁa sebagai ‘pemilik dari 1 (satu)
saham, yaitu orang atau badan :_.__m‘_..._‘am...%m_._m namanya tercatat sebagai
pemilik saham yang cmﬂmm:mxcﬁm‘,@nﬁm_ma Daftar Pemegang Saham
Perseroan. & N

A,

a.pumc__mmm:maxmﬂm:m mm_..m(,m,_w%umuc: Bma.mn___.:__:A_um_umaumoa:?
maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk
menunjuk secara nm%ﬁﬁ» mmw.a:@ diantara mereka atau seorang lain
sebagai kuasa mereka Umﬁwmgm dan hanya nama dari yang diberi kuasa
atau yang a#c_%..r;%hc saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang
Saham dan har m‘,a__muw,.@m_mu sebagai Pemegang Saham dari saham yang
bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan

oleh :gxc@mw:n timbul atas saham-saham tersebut.

-

5. mm_mgm ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan,
maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen
untuk saham itu ditangguhkan.

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan
secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama
itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-
satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
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7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atay lebih

dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar

dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yan
berlaku. g

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pemberian jaminan saham, peraturan umﬁc:nmso_vc_:am:om: dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. B

9. c._._Ex saham Perseroan yang tercatat umn,_vw.«m:_.mm Efek di
Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang:Pasar Modal di Indonesia

dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana‘saham-saham Perseroan
dicatatkan. 9

1. Perseroan dapat: engeluarkan surat saham atas nama pemiliknya
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan
_u.m_.m.E_.m: perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku
di bidang PasariModal, serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di
tempat ‘_‘r,,__,_@m_._m saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi

ok

sehelai surat
irat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan
2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang

saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat saham:

¢. Tanggal pengeluaran surat saham;

20
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d. Nilai Nominal saham;
e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat kolektif saham;
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

d. Nilai nominal saham; B \
e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
f. Tanda pengenal sebagaimana akan a;m:.,m kan o._m:_. Direksi.

6. Surat saham dan surat kolektif saham mm:\mﬂmc Obligasi Konversi

e p

dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat
dikonversi menjadi saham amnmﬁwm.ﬂmﬂm&x sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota
Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada
surat saham dan surat kolektif saham dan atau Obligasi Konversi dan/
atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan,
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku &w@w._eﬁ%_% Pasar Modal.

7. Untuk saham’yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada

rmavmmmsmm,_,._ﬁaw_m:m:am:vmim_mmm_m:macumammm:xxcmﬂoa_m:
?s:m:w,&wﬂmv_.w_ rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan
sertifikat ‘atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota
Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada

sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.

8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang
termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan :

a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif
vang bersangkutan;
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b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;

¢. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atay _8323%__

tertulis;

d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atay
konfirmasi tertulis;

satu dengan yang _msh

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi E;:_A

atau konfirmasi tertulis. - o
w m.wﬁ.

mw_ma

Dalam hal surat saham" :._mm_n um:_@mm:ﬁ_m: surat saham tersebut
dapat dilakukan jika :

a. pihak yang Bm:@.&crm: .nmﬂao:o:m: penggantian saham adalah
pemilik surat saham térsébut: dan

3“\

b. Perseroan telah.menerima surat saham yang rusak,
0 R

2. Perseroan Jajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah

Bmacm:_www_um:mam:: surat saham.
in RN
3 Um_mmz ,:mﬁ surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut

dapat n___mxc_a: jika

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
pemilik surat saham tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
m:ma._cm:xm: jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;
an
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d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum
pengeluaran pengganti surat saham.

4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus
ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

5. Pengeluaran pengganti surat saham, sm_\.m_caﬁ Pasal
mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan ﬁ_,amm“am__._mxc lagi.

6. Pengeluaran pengganti surat saham E:m Hmamnmﬂ pada Bursa
Efek di Indonesia, dilakukan dengan Bm aperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
di Indonesia. i N\ ¥
wx. Es;?

7. Ketentuan dalam Pasal 6 __..__na;_._nwﬁ_m -mutandis juga berlaku bagi
pengeluaran pengganti Suratikolektif?saham dan pengganti sertifikat
atau konfirmasi tertulis. W,

\ fy

Daftar umamm.& Wmm:ma dan daftar khusus

" ~ Ppasal 8.

By,

1. vmamam: cmﬂmmému_cms untuk mengadakan Daftar Pemegang
mm:mﬂa_ )aftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan,

2% o.m_m‘ﬁ_\« aftar Pemegang Saham dicatat :
a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para
Pemegang Saham;
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi
penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal pembebanan
saham tersebut, serta;
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€. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atay
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam

Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham ity
diperoleh.

s

. u:. Setiap perubahan alamat dari pemega A,m,._fmm:ma wajib
diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atai‘kuiasa Direksi yang
sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi),

Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat

kepada pemegang saham atau um:mcacamm&% pemanggilan untuk

2, 3

Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim képada alamat pemegang

saham yang terakhir tercatat am_m&,_omm%ﬁmam@m:o Saham Perseroan.

o ¥

5. Direksi Umﬂxméaam:.:@mmr menhyimpan dan memelihara Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap nmamom@pmmsm@ berhak melihat Daftar Pemegang Saham
dan Daftar Khusus pada:iwaktu jam kerja Kantor Perseroan.

7. Pencatatan,dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham
harus disetujui: D reksi dan dibuktikan dengan penandatanganan
pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah
mmoaznﬁ%%ﬁm Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi
Efek yang_ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

_ 8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang
Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan,
pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak
atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di
Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan
ketentuan yang berlakuy di bidang Pasar Modal di Indonesia.
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9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau
penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan
ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat
diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang
bersangkutan.

Penitipan kolektif

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada mm%wm,mm nmzﬁsum:m: dan
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
atas nama Lembaga Penyimpanan am:ﬂ,mmimﬁmmmm: untuk kepentingan

pemegang rekening pada LembagazPenyimpanan dan Penyelesaian.

e

2. Saham dalam Penitipan xoq_\m_m: umam Bank Kustodian atau

Perusahaan Efek yang dicatat.dalam rekening Efek pada Lembaga

i

Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada

P

Bank Kustodian atau nﬂwc%mmmm_._ Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
merupakan ammww..mﬁt_ portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak
_:<mmﬁmm,.xo_m§_ﬂﬂam: tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
_.macm%%ﬁmm_._ﬁgﬁum:m: dan Penyelesaian, maka Perseroan akan
menca mmmmmwm:ma tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Persercan
atas namaBank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan

dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
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Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak
yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan a.m:
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. ﬁ/

6. Lembaga Penyimpanan dan vm_ém_mmm_mzwﬁmmmﬁ_@mnoa_m: atau
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi ﬁm;c_a_x_mmmam pemegang

rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.

.

LR —

7. Dalam Penitipan Kolektif mmzmu,mm:maw ari’jenis dan klasifikasi

yang sama, yang diterbitkan nmammom_._ adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengansyangzlain.

8. Perseroan wajib menolak um,mnm.nmﬁm: mutasi saham ke dalam
Penitipan Kolektif apabila sUratssaham tersebut hilang atau musnah,
kecuali pemegang saham yang: meminta mutasi dimaksud dapat
memberikan acx:_.._mm%\mﬁm,_ jaminan yang cukup bahwa yang
bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang
hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang

B
atau musnah,

e

o

s
9. Perseroan Mému\.a menolak pencatatan mutasi saham ke dalam
vmaqum_ =Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam
sita ber m.mmnmm: penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan

perkara E,%m:m.

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada
rekening Efek tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
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tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk

-selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari

kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

12, Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam
Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada _.mﬁnm_mwmmzﬁaum:m:

A

dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa mm:x_,,x,mmﬂomwm: tersebut
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebutrpaling lambat 1

(satu) hari kerja sebelum tanggal umsm:mn__wmm@mmmn Umum Pemegang
Saham. . 7
V HM@I Vk

13. Perseroan wajib :._maaaw%mwm_mam?_ saham bonus atau hak-

e 485,

hak lain sehubungan dengan nm,aﬁ: an saham kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesai

,_,mm_ atas ‘saham dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan da :Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga

ey

-

Penyimpanan dan nmﬁm_mmma: tersebut menyerahkan dividen, saham

bonus atau hak-hak _m.._e@mammm Bank Kustodian dan kepada Perusahaan
; 4 . :

Efek untuk kepentingan mgasing-masing pemegang rekening pada Bank

Kustodian dan Rerusahaan Efek tersebut

14. Perseroag“wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-
hak _mﬁ\wfmrco::@m: dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian
atas sahi@m“dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang
merupakan-bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus atayu hak-hak lainnya
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening
Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang
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Bx.ma:m_ Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-
hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling
lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus
atau hak-hak lainnya tersebut. A

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif E._wmmmmwwam ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia

i

di tempat dimana saham-saham Perseroan M%mmmmwwm:.

\
Pemindahan h \_M. t % h
ak*atas”saham
“D@M%%W,Mwé
~Pasal-~10
: 5

. 1. Pendaftaran pemindaha “hak atas saham wajib dilakukan oleh
Direksi dengan nmﬂm%m:nmﬂm%m pemindahan hak itu dalam Daftar
Pemegang Saham <m§,w,.wmﬂwm_._ox5m: berdasarkan akta pemindahan
hak yang %mznm”m:mm:_@m: yang memindahkan dan yang menerima
uma_:am:m: mﬂmﬁﬂm«%mcw: mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat
lain yang cukup _m‘sm_ﬂ:&:xzrm: pemindahan hak itu menurut pendapat

Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. ARta“pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud

dalam m<mm.,.ﬂ=m8m berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang
dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada
Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas
saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal di Indonesia.

M.. wms_:ﬁ_m:.m: hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada
vm:_:mm: _A.c_m_aﬁ dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai
mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu
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pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan

_Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh

Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 di atas.

4, Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal
ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham untuk saham itu dianggap4 a.m%wwm? sedang
pembayaran dividen atas saham itu a:m:mmc:wm_._/ﬁ.

5. Pemindahan hak atas saham :m_.cm,_,@,mwmmﬂ baik dalam Daftar
Pemegang Saham, maupun pada surat saham, dansurat kolektif saham
yang bersangkutan. A b

Catatan itu harus diberi nm:mmﬁw@mm.ﬁ.ﬁm:amﬂm:@ma oleh Direktur
Utama dan Komisaris Utama, atau w%mm mereka yang sah, atau oleh

E_.opn_a_amﬁam;m_._o n_:ca_h%mwam_.. Direksi.

6. Direksi atas xmc:.mxmm:.m_._ mereka sendiri dan dengan
memberikan alasan~fintuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan
pemindahan hak atas Sa} dalam Daftar Pemegang Saham apabila
ketentuan dalam.Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu
dari persyarata _mm_._ pemindahan saham tidak terpenuhi.

7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas
saham zmaka:Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada
pihak yan ﬁm: memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh
Direksi.

8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap
penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud,
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

9, Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang
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Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud.

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena
kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang
mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau
berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana
sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan
permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebadaizpem egang saham

dari saham tersebut. ",

.ww

11. Pendaftaran hanya dapat dilakuKan.apabila Direksi dapat
menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam
Anggaran Dasar, peraturan um_.:sh_m:@qcsam: an dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal di .Hsma.mym.w_mn

Hm.mmscm um:._am.amm?____@ﬂm:mw?vnm: ketentuan dalam Anggaran
Dasar yang mengatur hak :ﬂww memindahkan hak atas saham dan
pendaftaran dari pemindahan hakiatas saham harus berlaku pula secara
mutatis mutandis _”mﬂ:,m.mrmu setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari

Pasal ini. =

tﬂ%%w\w
13. Dalam :&wmﬂmn__ pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik

Dy

asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap
mmcmomwm&umam:x dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru
ﬁm_‘mm_um_ﬁmmmw tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat

dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

14. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di
Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal,
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta
ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan
dicatatkan.
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Direksi
Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat
diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat
seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang.Jainnya diangkat
sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan w%m berlaku di

P

bidang Pasar Modal. . d
g N

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi” adalah orang
perseorangan yang memenuhi persyaratan mmwmwwwmmﬂmHCqm: perundang-
undangan yang berlaku, mampu am_mxmmzmxm: perbuatan hukum dan
tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan
Komisaris yang dinyatakan cmamﬁmﬁmmw,@mcmaxm: suatu perseroan

dinyatakan pailit atau orang Em@x:amr pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana <m:qm@m2mﬂxmq_._ keuangan Negara dalam waktu
5 (lima) tahun sebelum um:mm_.&wm”m::ﬁ.

3. Selain memenu ,n%mﬂm,x_mﬂmnm: sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
Pasal ini, pengangkatan .mm,momm Direksi dilakukan dengan memperhatikan
keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan
umﬂc:am:m-czamwvm.w rang berlaku.

4. _w_.wm.,m H.mam@g.mwm_mooﬂm Direksi adalah untuk jangka waktu sampai

itutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-2
(kedua)’setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan
tidak menglrangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum
masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam
Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum

Pemegang Saham tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal
lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
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5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat
diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan
lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota U:‘m_ﬁ, lowong, maka
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadiziowongan, harus

diumumkan kepada para pemegang saham. tentang akan
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Sahamuntuk mengisi

lowongan itu. g\

Masa jabatan seorang yang diangkat w_m_l.wcx mengisi lowongan
tersebut adalah sisa masa jabatan _awmwms_m_ooﬁ Direksi yang jabatannya
teiah menjadi lowong tersebut, @fiw@?

8. Apabila oleh suatu mmamww‘mumu:a semua jabatan anggota Direksi
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
lowongan tersebut harus diumumkan kepada para pemegang saham
tentang akan %mammm@v\mwxmumﬂ Umum Pemegang Saham untuk
mengangkat Direksi barl;dan untuk sementara Perseroan diurus oleh

Dewan _Aoaam._w,wmm@,

9. Seorang mwmmummm Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya
dengan-memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut
_Amumnm‘_._%%om: paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal

pengunduran‘dirinya.

10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi
dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah
diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak
pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran
dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
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11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat 10 Pasal ini ini, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut,
pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal. £

HN.Um_masm_m:m@oﬁmo:mxm_ amsmc:ac._...__mwmwd,.__,z mmzzmmm
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi _eaam .%mem:m_ diatur
pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran dirj tersebut sah apabila telah
anggota Direksi yang baru sehingga kamamnmm___,.\.wmmaﬁaﬁm: minimal
. b
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
a. Meninggal dunia; }M‘W J\
¢. Diberhentikan Um.w%.mmmﬂwm: keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham; 7
R\V.xn‘w“\
e. Dinyatakan paijlit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
f. qamx%..__ memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

b
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang w‘mm_,masnm: telah diangkat
jumlah anggota Direksi tersebut. “w 1 4
b. Masa jabatannya berakhir; u&m\

d. Mengundurkanidirj_sesuai dengan ketentuan dalam Pasai ini;
ep .Emm: Pengadilan;
undangan yang berlaku.

Tugas dan wewenang Direksi
Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya
untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
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2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

3. Tugas pokok Direksi adalah :

a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan
tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi
dan efektivitas Perseroan: A

Ty
b. Menguasai, memelihara dan mengurus xmrmﬁmﬁr __w_mwwam:h

C. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan

Perseroan dan wajib disampaikan xmummww%ﬁ&(m: Komisaris untuk
sebelum dimulainya

; : -
memperoleh persetujuan dari Dewan _Aoa_ym_m:mﬁ

tahun buku yang akan datang. ax/ 4

R, : .
4. Direksi berhak mewakili vmﬁm%rwamvdm_ma dan di luar Pengadilan

tentang segala hal dan qmm_mm segala-kejadian, mengikat Perseroan
dengan pihak lain dan pihak Iai engan Perseroan, serta menjalankan
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,
dengan umacmnmmmaﬁwaamamm: yang ditetapkan dalam ayat 5 Pasal
ini, dengan Bmanm}w@ﬁm peraturan perundang-undangan dan

peraturan <m:o%,mmarc %‘c_n_m:m Pasar Modal di Indonesia.
5, vm&:mﬁmﬁmw@qﬂm: Direksi sebagai berikut :

& - "
injam atali meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak

d. meg ] Siges
Hm:%mm%w?m:omaz_ uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka

_Amm_mnmaammmxm sehari-hari;

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain
baik di dalam maupun di luar negeri:

¢. membeli atau dengan cara apapun memperoleh harta tidak bergerak/
harta tetap;

d. mengikat Perseroan sebagai penjamin;

e. menjual dan/atau melepaskan aset tidak bergerak/aset tetap,
dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 pasal ini;
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f. menjaminkan harta kekayaan Perseoan, dengan memperhatikan
ketentuan ayat 6 pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum : P

a. mengalihkan, melepaskan hak yang H.caajiwm‘mﬁﬂwmg 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah kekayaan befs E.Wv_m.ﬁmmﬂom: atau
merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik.dalam 1 (satu)
transaksi atau beberapa transaksi yang bérdiri sendiri ataupun yang

berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) mmw%:wmcxﬁ atau

b. menjadikan jaminan utang yan L%%_,m:s,\w,x_mz: dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah kekaydap‘bersih Perseroan atau merupakan
seluruh harta kekayaan v-_am_.ows_?am_x dalam 1 (satu) transaksi
atau beberapa transaksi yang.berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain; 5
Direksi harus me nmwmmn Wmamﬂ&_._m: dari Rapat Umum Pemegang

Saham, yang dihadiri at @a%maz para pemegang saham yang memiliki

paling sedikit 3/4,(tiga pér empat) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak sua m@ﬁmn sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
empat) bagian amﬁ jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam RapatesUmum Pemegang Saham.

Apabilagdalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud
tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara
yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham
kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan
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dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih
dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri
atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ca@_.: Pemegang

Saham. @M.gﬁ,

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat c:._caé,mxamnm_._@ Saham

kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas .ﬂ%mﬁs._o:,%m: Perseroan,

kuorum kehadiran, jumlah suara :35} ngambil keputusan,

pemanggilan dan waktu penyelenggaraan xmnmﬂwcaca Pemegang Saham
ditetapkan oleh QJK, }@u #&»

7. Direksi mengumumkan perbuatan hukum untuk melepaskan hak
atas atau mengagunkan hart wxmxmﬁm: Perseroan, termasuk hak atas
tanah atau um:._mm:mm:-nmamm:m@@mmammm_amsm dimaksud dalam ayat 6,
dalam surat kabar w,m:m: cqm_\_um:mmm Indonesia yang berperedaran
nasional, apabila um:mﬂn:&?m: tersebut disyaratkan oleh ketentuan
peraturan umﬁcsam:m-csam:m_mz dan peraturan yang berlaku di bidang

_.md..zav.
Pasar Modal.

e T
».&w\hu

\a

8. Untuk Bmu\_m_m_.__a: perbuatan hukum berupa transaksi yang
_.:macm?abﬂs‘m_._ kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi
anggota U,.m__hm si, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham,
dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam

Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar ini.

ﬁ""“'

9. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan
bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) salah
seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi
lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, dan dalam hal
Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
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kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi,

-maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dalam

hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi dan
seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam hal ini Perseroan diwakili
oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang
ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, mmg,,.am_._ lain dengan
tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini

10. a.Direktur Utama berhak dan berwenang _um;:amx untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;,.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir® mﬁmc cmﬂ:m_m_._mm: karena
sebab apapun juga, hal mana tidak umﬂ_c dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka seorang anggota Direksi _m_:%m berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta Bmémx___ Perseroan.

11. Tanpa mengurangi "m:m@ ing wm:_,f_m_us,mmh Direksi untuk perbuatan
tertentu berhak pula mengangkat’seorang atau lebih sebagai wakil atau
kuasanya dengan memt m_.m_mms kepadanya kekuasaan atas tindakan
tertentu yang diatur dalan: cmE surat kuasa, wewenang yang demikian

harus n___mxmm_._m,.wmz sesual n_m:om: Anggaran Dasar.

mom_m ti am an dari para anggota Direksi yang bertentangan
“Anggaran‘Dasar adalah tidak sah.

1:3. wm%._qmmqm: tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan
maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan

berdasarkan keputusan Direksi.

14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib
bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.
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Rapat Direksi
Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang
perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau mﬂ.mm
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,
atau atas pemnintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang

L

bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu um?mm%mc__gw bagian dari

s
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, mmmw.mgam_._ﬁcc%m:
hal-hal yang akan dibicarakan. Y

2. Pemanggilan Rapat Direksi a__mxcxm:w%«mmwgmmoa Direksi yang

berhak mewakili Direksi menurut _Amﬂ,m:Em: m.mmm.. 12 Anggaran Dasar.

3. Pemanggilan Rapat U:mxxm._._s,__,_\mww,mm n__mmaum_xm: dengan m_._.aﬂ
tercatat, atau dengan surat yang m_w_m?%%xm: langsung kepada setiap
anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, ﬁmxm
facsimile yang ditegaskan amzo%@m@n tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari
sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan Hm:mmw_%muwr sepanjang seluruh anggota Direksi (atau
penggantinya, ﬂmﬁmmzﬁc_.,_mﬂm..mm,mm:ﬁu dapat, dengan 82::9 mengabaikan
persyaratan S:mmmmmc setuju dengan panggilan yang lebih pendek.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal,
waktu, témpat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan
dibicarakahfidaiam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-
qoxcsm?«%sm berhubungan dengan diskusi dalam rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
tempat kegiatan usaha utama Perseroan di daiam wilayah Republik
Indonesia.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat
diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana
yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

38

Y

PERSEROAN TERBATAS 91103

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur
Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direks;
akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan
dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang
bersangkutan.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam xmw,m,ﬂ Direksi hanya
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasagyang diberikan

ey

khusus untuk keperluan tersebut. “

g
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
anggota Direksi hadir atau diwakili secara mmm_am_m_.: Rapat.
ambil berdasarkan musyawarah

9. Keputusan Rapat Direksi harusdi
untuk mufakat; ¢ ™,

§
Ak
e,

Dalam hal keputusan berdasa __mm_: icm<m§mﬂm: untuk mufakat tidak
tercapai, maka _Amu&ﬂcmm: diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara mmg,&_m_u&hmz 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

suara yang a_xm:._m%m:wwwﬂmmm sah dalam Rapat.
10. >um_u__mdwwﬁw%m&§:m setuju dan yang tidak setuju berimbang,

i

maka Ketua xmum,ﬁo:mxa yang akan menentukan.

e

Ewm Setiap mmmmoa Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain

yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak
dari yang hadir.

¢. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
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12. Dari segala sesuatu yang a_c._nmﬂm_mm: dan &Eﬁc.mxm:. m.mc_mzm
Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Risalah Rapat D_rn_‘.x_”mx._mp__mm:
oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setela x_m s
Rapat dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta musﬁ
kemudian harus ditandatangani oleh mem Rapat dan salah mmo_“ma_m__.
anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari mam._.m mereka ﬁmcﬂmm a
guna memastikan kelengkapan dan kebenaran x_mm_w_,u tersebut.

Risalah ini merupakan bukti yang sah c_._E_AL.m.m._ anggota Direksi

Y
dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang m_m._u._ca_«_ dalam Rapat
yang bersangkutan.
i i i Atanganan demikian tidak
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris penan %%%%m
disyaratkan. P 4

13. Direksi dapat juga Bm%\m",awm_“‘,xmucemm: yang sah tanpa

T R

ireksi nketentuan semua anggota Direksi
mengadakan Rapat Direksi, an:@m?_mm. .
teiah diberitahu secara tertulistmengenai usul keputusan yang dimaksud

am:mmacmmzm@onm_u:mxa Bm:,,_ﬁmmwm: _umam_“_._.u.:mz Bm:.mm:mﬂ :mc__uﬁnso
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
mibil déngan cara demikian mempunyai kekuatan

Keputusan yang dianipil ¢ a dem
yang Wmam dengan keputlisan yang diambil dengan sah dalam Rapat

Direksi.

Dewan Komisaris
Pasal 14

1. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh .om_.zm: Komisaris. Dewan
Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang m:moo.nm Dewan
Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat mmcmom_. xo_.:_m.m_._m cﬂ.mam.:
bilamana diperlukan dapat diangkat seorang mnmc _mv_s Wakil Komisaris
Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai .am.m@m:
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal di Indonesia.
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2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, mampu melaksanakan perbuatan
hukum dan tidak pemah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi
atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan
dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena
melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. N

5

AR,
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimakstd“dalam ayat 2
Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris E_mxc_a: dengan
memperhatikan persyaratan lain berdasarkan.. eraturan perundang-

undangan yang berlaku. ﬁ | "

4. Masa jabatan anggota omém:.xma_mmm\m adalah untuk jangka
waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang ke-2 A_Amncm,w,mm_..ma.:,_q_nm:om:mxmﬁm: anggota Dewan
Komisaris yang dimaksud, amp:wmm_ tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk :._mamm,%mqum: anggota Dewan Komisaris
tersebut mmsmxnc-zwm@ sebelum masa jabatannya berakhir, dengan
menyebutkan m_mmm:jmwwm_m_.s_m: anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum
Pemegang mmamﬁ?wﬁ@mmu:r

Pemberhentian, demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum
vmamomb @:mi yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali

tanggal ._um.km:o ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir
dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan

tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham,

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
terjadinya lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham
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tentang akan diadakannya pemanggilan dari xm_.umﬂ Umum mmam@m:m
Saham yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk Bm:m_m_.“oéo:mm_._
tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang
jabatannya teiah menjadi lowong tersebut.

8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak Bw:m_m:ac}m.: diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara nmﬂc__m ._Bm@mm:m._ maksud
tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 Q_omux__mﬁ_._.\_mﬁ&rm: sebelum
tanggal pengunduran dirinya. /,,u

9. Perseroan wajib Bm_._ﬁ_m:mmmaxmswmmm%%ﬁ c.ac_._._ Pemegang
Saham untuk memutuskan permohonan _um:m_:mt_ -an diri anggota Ums..m:.
Komisaris dalam jangka waktu paling wmacmw..mo (enam puluh) hari
mmﬁm_m:%m;am:émcaﬁ nm:mc:mc.@gx Eﬂmamgn.

; isaris yang mengundurkan diri
xmum.am anggota _umzmm\,xo_.: ar yang o b
sebagaimana tersebut -“diz atas; tetap dap

pertanggungjawaban sebagai mﬁmoonm Dewan Komisaris hingga saat

pengunduran n_:_:ﬁ,‘m%“ms qumﬂ Umum Pemegang Saham tersebut.

10. Dalam hal vmﬂwm_awa tidak Bm:<m_m:mmmqumq Rapat Umum
Pemegang Saham am_mam\mznxm waktu mmcmnmmam:m dimaksud dalam
ayat 9 Pasal _=M‘wmﬁ%mxm dengan _mavm:@m .Hm_._@xm im_.ac tersebut,
pengunduran difi anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa
Bmam%.w. .ma_m\.ﬁ&.cm_._ Rapat Umum Pemegang Saham.

S.ﬁ.pm_ma hal anggota Dewan Komisaris :._mzm_c:nc:mm:.%._ mm:_smmm_.
am_._mmacwmﬂm: jumlah anggota Dewan Komisaris :._mamm__ kurang amﬂ
yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut m_ms
apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang .mm:ma dante m:.
diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru .mms_sm_m_m memenuhi
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

a. Meninggal dunia;
b. Masa jabatannya berakhir;
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c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;
d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini:

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan
suatu keputusan Pengadilan;

f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris
berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
lainnya. ‘

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris
A

o

.
Melakukan pengawasan atas jalannya“pengurusan Perseroan oleh
Direksi dan amaamﬂ_xms.“m@ﬁmmﬁcuam: atas rencana kerja tahunan

b

o

Perseroan, selambat-lambatnya m,mc.m_ca dimulainya tahun buku yang

akan datang. 7
b,
yari

o

Melakukan tugas’ ale mmea khusus diberikan kepadanya menurut
Anggaran Dasar, pera vw._mx_._ perundang-undangan yang berlaku dan/

mﬂm: _umammmm,_ﬁﬂ\mucemm: xmumﬁcscavmamm_m:mmmrma.
c. Melakukan ammwh wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan

xmﬂ%a Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum
Pemiggang; Saham.

d. Menelit?'dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh
Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

e. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta
wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud
ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :

a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
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b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam Perseroan
menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan
kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran
mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang
Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting

bagi pengelolaan Perseroan. A,
d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang a_mm,,mg_@p oleh Rapat
Umum Pemegang Saham. W

e. Memberikan tanggapan atas laporan _umﬂ_wm_mb:mxmm.am_._ pada setiap

: : e
waktu yang diperlukan Bm:mm:m_\mm%msu..m:m n Perseroan.
u.Omzm:_Aoammm:mmmﬁ_muzmxwm.mw_ma u.mwmxmamxm_._no_.vmamam:

berhak memasuki bangunan _”_m¢mm“:%mm:_m: atau tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai olefPerseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat dan &mn_mn bukti lainnya, persediaan barang,
memeriksa dan mencocokkan (éddaan uang kas (untuk keperluan
verifikasi) dan _m_:-_m_.,wmcﬂmﬁ,_,_um}mﬂom serta berhak untuk mengetahui
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian
Direksi dan mme@ anggota’Direksi wajib untuk memberikan penjelasan
tentang segala hdl5ang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau
tenaga .W@ Esowﬁmacngim. .

4, .u.w_,_m.mm.m_n”_m:mmmn perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan
tenaga m..:Fm_.,m___m\_*._\mSc Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka

b

waktu terbatas atas beban Perseroan.

5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur
oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat
dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris
atas beban Perseroan.

6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan
untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari
jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak
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bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat
alasan yang mendesak bagi Perseroan.

7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada
bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

8. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari
sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk

o

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Sahamzyang khusus
diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya.atau dikerbalikan kepada
kedudukannya semula, sedangkan kepada“anggota Direksi yang
diberhentikan sementara itu &cm:\mmﬁwmmauwa‘: untuk hadir guna

membela diri. . 4

Rapat Umum Pemegang m.msm:fmﬂwmmﬁ dipimpin oleh Komisaris
Utama dan dalam hal xoiwmmm Utama tidak hadir atau berhalangan
hal mana tidak perlu &ccxmxmﬁw@mam pihak ketiga maka Rapat akan
dipimpin oleh salah segrang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam
hal tidak ada mmoa:dwu% mmr_mmo”m Dewan Komisaris yang hadir atau
berhalangan, hal mana m,m_.mm perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka
Rapat Umum vm“@mm@a mm:m_._._ dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh
dan dari m:ﬂmﬂm%,mam@m:o saham dan/atau kuasa pemegang saham

yang hadir, am_mawwmumﬂ Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.,

Apabila‘Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada
ayat 8 Pasal’ini, tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima)
hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian
sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan
menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan,
dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
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10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama mﬂc anggota Dewan
Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

Rapat Dewan Komisaris
Pasal 16

A )
1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurangnya setiap bulan

s

sekali atau setiap waktu bilamana dianggap umﬁ_c.m\m_,%xm_@mm:m Ema.m

atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota.Dewan _Aoﬂ_mm:m

atau atas permintaan tertulis dari Rapat omnmwmrmﬁm:_mﬁmm.umﬂaaﬁmm:

dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih ﬁ&ﬁwama_:x_ sedikitnya

1/10 (satu per sepuluh) bagian dari mm_.cﬁc: u.z%_m: saham a_mzmm: hak

suara yang sah, dalam Rapat mana, ewan Komisaris dapat mengundang
,

i hind,

AEEREE

Direksi. _ N
2. Pemanggilan Rapat omﬁm: Komisaris dilakukan oleh Komisaris
Utama, dalam hal Komisaris Utdma berhalangan oleh anggota Dewan

Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

w.ﬁmam:mm__m: xm%wmbm?m: _Aoa_mmzm‘ammxc:ncxm:mooﬂmomim:
Komisaris maupun ::_ucmw%mmoﬁm Direksi disampaikan dengan surat
tercatat atau mw.m.m%..mm_xm_._ secara langsung dengan .sznmumﬁ tanda
terima yang hm{m,_mwm.mm«m dengan telegram, telefax, faksimile yang segera
a:m@mm@wmﬁ dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari

dan dalamihal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat

i

amﬁ_mxm?ém

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan
tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan mmcm_caam atas
hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan
dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan
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Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia
sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan
Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat,

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam
hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah
seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh.dan dari anggota
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili Qm_m__.wawpn%mﬁ Dewan

. . i A N
Komisaris yang bersangkutan. ff

.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris am,mmﬂ diwakili dalam Rapat

Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan;Komisaris lainnya
berdasarkan surat kuasa yang diberikan x::w@m untuk keperluan itu.

m.xmumnomzmzxoammm:m _mm.mhm_w., mm:m_m:cm}mx mengambil
keputusan yang mengikat hanya mvm___,c__m ebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah anggota ‘om@m: Komisaris hadir atau diwakili dalam

Rapat tersebut.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk aﬁcw@.,m.ﬁ

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai maka ke

_mmm@mm: diambil berdasarkan suara setuju lebih dari

1/2 Qmﬂﬁ_mﬂ n_c.m_,v,..\cmma: dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan

dalam wmmm.w 7

mmzmugmsnmm_os Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu
suara. ¥

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka
Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

11. a.Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara
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mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak
dari yang hadir.

. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat ommafmmoa:@ Notulis
yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan sebagai mmg..mmm%m::ﬁ harus
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara amﬂmxmfwm:o hadir,

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, um:mm_mﬁ_ nganan tersebut tidak

disyaratkan. " (7

13. Risalah Rapat Dewan xoa.wmm _w,.,xm:@ dibuat dan ditandatangani
menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal‘ini“akan berlaku sebagai bukti yang
sah, baik untuk para anggota Dewan xoimm...am dan untuk pihak ketiga mengenai

keputusan Dewan Komisaris ﬁm,%mm_. ambil dalam Rapat yang bersangkutan.

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan mmnmmﬁ Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua

anggota Dewan _Aoammm._.._mwmm_my diberitahu secara tertulis mengenai usul

xmncgmm: yang Eamxw@nnm:mma:m anggota Dewan xoammm_,@m
memberikan um%@mﬁ%m: mengenai usul yang diajukan secara tertulis

serta Sw,bmznmnww@ma_ persetujuan tersebut.

xmuﬁ.ﬁwa yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan
yang sama .m.m:@m: keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Dewan Komisaris,

Rencana kerja, tahun buku
dan laporan tahunan
Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
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2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat
persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang.

Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya
tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di gn_,.%m_ Pasar Modal.

A
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan <mso\,_m_%=mmﬁm,.:<m memuat

laporan keuangan terdiri dari neraca dan um%;z:mw?\_mwm rugi tahun
buku yang bersangkutan beserta laporanz.lainnya”sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang‘berlaku, yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di.Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan ata mmmw_.pm_ yang berwenang dan/atau
penggantinya, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris untik diajukan kepada dan guna
mendapatkan persetujuan dan:pengesahan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan.

_.muoqm_._ﬂm:c:ms "mﬂmeFWm mcamsnm_.mmn:mc:c._rumaumamom_._m
saham di kantor Perseroan sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang
Saham qmzczmm%m_@w@vm:%maxm? dengan jangka waktu sebagaimana
%mﬂmuw@._ oleh ~~_m.m_.m_Ea: perundang-undangan dan Peraturan yang
berlaky_di.bidangPasar Modal.

4, mmum_cw menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat
3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan
Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan
tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib

memberikan keterangan yang diperlukan.

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi
Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.
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Rapat umum pemegang saham
Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, <m_._ms.mmna jutnya dalam
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegahq Saham Luar Biasa
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang &mnm,mm@\mmsmxgémxg
berdasarkan kebutuhan, sebagaimanasdijatur dalam Pasal 20

Anggaran Dasar ini.

2. Yang dimaksud dalam Rapat ‘@8,:3 Pemegang Saham dalam
Anggaran Dasar ini berarti xmacm«qmmwﬁwﬁmmﬁc Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali
dengan tegas dinyatakan ﬁm:.n_,ﬁw »

Rapat ca\mﬁ_a mm..,am,\mm:m_ saham tahunan
anmmm_ 19

.?
H.xmumn c_._"_m\gﬁmm_ammm:m_ Saham Tahunan diselenggarakan tiap

Hmjc?__.mm,_,maamﬁ_wum 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan

EEED#ME
2. Omﬁ?\#mumn Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. Direksi wajib mengajukan Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca
dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta
penjelasan atas dokumen tersebut, dan yang telah diperiksa oleh
Akuntan Publik yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan
dan pengesahan Rapat;

b. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang
bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai
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perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama
Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah
yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat;

¢. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;

d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian
kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan uc_u__r.&m_._m terdaftar;

i iy,

rr

e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/ata umamwsm: susunan
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

Ty

f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan.secara sebagaimana

o

mestinya dalam Rapat Umum vm%mumsuwmm.%ma Tahunan, sesuai
dengan ketentuan Anggaran Ummm_wf,

3. Pengesahan dan/atau umamEM:mm ‘Laporan Tahunan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham Tahtnan, berarti memberikan pelunasan dan

AP

TR

pembebasan tanggung jawab mmmmz\::?\m (volledig acquit et decharge)
kepada para anggota Direksi dan"Dewan Komisaris atas pengurusan
dan pengawasan yanggtelahdijalankan selama tahun buku yang lalu,

; : -
sejauh tindakan tersebUtitercermin dalam Laporan Tahunan.

& x>

4. Dengan mem erhatikan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang Fmﬂ. aku di bidang Pasar Modal, Direksi wajib memanggil
dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas
umﬁamsmm%mmnc__m dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang
saham mﬂmc»,_mf: yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per

sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimintakan tersebut apabila
Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 (tiga puluh)
hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi atau
Dewan Komisaris.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat
dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
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5. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk memanggil dan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 setelah lewat <.<me 60 @aa
puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi
atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan yang
menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri .xmumﬁ m_am.
biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri

yang daerah hukumnya meliputi tempat xma_.ac_m%wmmmwhom?

6. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 harus

i i i eri ut.
memperhatikan penetapan Pengadilan zmm_m_‘_"&mﬁm memberi ijin terseb

\/ .

Rapat umum pemegang mm:w‘a luar biasa

Sl

. ,

1. Rapat Umum vmammm% : mm_._mqw%_.cm_. Biasa n_mmamxma gm.._u-zmu
kali, apabila dianggap perlu oleh _shmmxmw dan/atau Dewan Komisaris dan/
atau Pemegang Saham _

o= S, W.

2. Dengan memperhatjkan peraturan perundang-undangan dan
peraturan <m_._m_wv

m,n_mxca_v.mmn_m:mvmmm_,_(_oﬁ_m_ﬁo_armni&m_uamam:me_
dan 39556@%@:. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas
permintaan tertulis. dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang
saham ._.“m uszlebih ,wm:m_ bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per
mmuc_c:w a mm dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan xmu.mﬂ
Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimintakan Hmama.cﬁ apabila
Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 Emm mc_c:v
hari setelah tanggal pemintaan tersebut diterima oleh Direksi atau
Dewan Komisaris.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara Enmﬁmﬂ.
dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai
m_mmm::ﬁ.

52

PERSEROAN TERBATAS 91103

3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk memanggil dan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi
atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan yang
menandatangani pemintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas
biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan v.mnmmam:.

o et

4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud m.mma.w_m«mw 3 harus
memperhatikan penetapan Pengadilan Negeri <m._._m. memberi izin
tersebut. z

Tempat dan u\mxam:m.‘.mw:m:
rapat umum pemegang saham

_éPasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan di :
a. tempat xmacacxmﬂﬁmw&i
b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya; atau

e,

c. tempat kedudikan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan

&nmmwfﬂrm:h ¥ 7
am:mmmw.wﬁs:ﬁm: Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib

a_mm_mzuomwx@_a: dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak
yang berhak untuk memberikan pemanggilan, mengumumkan kepada
para pemegang saham dengan cara memasang iklan pengumuman Rapat
Umum Pemegang Saham dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional sesuai dengan, peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, bahwa
akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
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3. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus
dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan
kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan dalam surat kabar
hahan berbahasa Indonesia yang berperedaran :mmw:m_ atau tempat
kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan

dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangariidan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Pemanggilan Rapat Umum _um_a_ml,m;n:m wm:ma harus

mencantumkan tempat, hari, tanggal dan émwmﬂﬁﬂ.mcuc: acara rapat,
dan pemanggilan untuk Rapat Umum.Pemegang Saham Tahunan harus

disertai pemberitahuan bahwa :ma_nm_,hm% umﬁm_nczmm: laba rugi tahun

ey

buku yang baru berlalu tersedia cnﬁxf‘_mmim_ pemegang saham di kantor
Perseroan sejak tanggal umam,.%o:m?,xmncm__ diatur lain dalam peraturan
perundang-undangan di _uama.mwwmmmﬂ Modal.

Harus diberitahukan juga bahwa‘salinan-salinan neraca dan perhitungan
laba rugi tahun buku Emm baru, berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas
permintaan tertulis dari pemegang saham, permintaan mana harus diterima
di kantor pusat Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat

Vg

Umum vmamom:m%ﬂuma Tahunan bersangkutan diselenggarakan.

5. Apabila mm%m,\umam@m:m_ saham dengan hak suara yang sah hadir
atau ﬁ__..m il:dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengumuman
dan pema ggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
dalam miﬁw dan ayat 3 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah
serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat
Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam
wilayah Republik Indonesia.

6. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum
Pemegang Saham, jika :

a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-
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kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
- dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan:
dan

b. Usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum
Pemegang Saham yang bersangkutan dikeluarkan; dan

n.zmzc_._._;mamum:u:mxm_cm::Ea_m:m@% cm.&mm%mm: a:mm::m
dengan usaha Perseroan. & - Y

Pimpinan dan berita acara”

SR

rapat umum pemegang saham

Pasal NNJ

1. Rapat Umum Pemegang mmm.,mﬂ_ dipimpin o_m: salah seorang
anggota Dewan Komisaris <\mm@w&nca¢x oleh Dewan Komisaris.

S

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir
atau semua berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka Rapat Umum-Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur
Utama, dalam zm_vcwmﬁ_.ﬂm Utama tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun :mwww_.a_wl:m tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka Rapat Umym Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang

anggota;Direksi.

Dalamhal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah
seorang pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang
Saham yang ditunjuk dan dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang
Saham.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum
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Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya <m.:m me
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris Bmanc_._«m._ _um.:::m”
kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin ole

Direktur Utama.

Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan wmumsz:om: mﬁmm
hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum vma_mom:.m mm._._mah B.M m
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota:Direksi yang tida
mempunyai benturan kepentingan. %

Apabila semua anggota Dewan xoa_mm% dan anggota Direksi
a3

mempunyai benturan kepentingan, maka Rap . Jmum vmammm:w .m%m:m
dipimpin oleh salah seorang um_._._mom:m_"m.m:m_.: _mn_mum:n_m: yang ditunju

oleh pemegang saham lainnya <ma‘mmgmnmm,m¢m_m3 Rapat Umum Pemegang
Saham. N

-

._\ﬂ_ f,% :mm:m_._._:mam
w. 3m.8rm <mnm:mn_: n_m_me__wmumﬁ.caca nmammﬂnmca _um:._mmmno
membuktikan wewenangnya unttik.hadir dalam apa Lk
Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksl
atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum _um_._._mm_mﬂ_._%.
Saham, yang demikian Qmw@m: ketentuan untuk saham yang ﬁmﬂnmﬁma i
Bursa Efek, derigan,mengindahkan peraturan perundang-undangan dan

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4, w%,_, mmam_wism_ yang dibicarakan dan diputuskan am._ma Rapat
caca_.._mmmmwmm:@ Saham dibuatlah risalah rapat oleh Notaris.

x_mm_memmumn tersebut menjadi bukti yang sah terhadap mm_._._c_m
Pemegang Saham dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala

sesuatu yang terjadi dalam rapat.

Kuorum, hak suara dan keputusan
Pasal 23

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham ﬁm::mmc_m Rapat Umum
Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas;
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untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal
dasar) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali
apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak
tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham kedua tanpa didahului dengan pengum Bm_ﬁ_w_w,mﬂmim:@ akan
diadakannya pemanggilan Rapat. -

u,
Y

¢. Rapat Umum Pemegang Saham xmurm%__mm_m m.m_maxm_._ paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling _m_.:cmwwmﬁ.;ncm puluh satu) hari
terhitung sejak Rapat Umum Pemegang mmsmw”_,\um,;mam dengan syarat
dan acara yang sama seperti yang mﬁmﬁ_:x_‘m: untuk Rapat Umum
Pemegang Saham pertama kecla ngenai persyaratan kuorum
sebagaimana ditetapkan dalam ccz,w.,m_ dan pemanggilan yang harus

dilaksanakan paling lambat hmw@cwcz hari sebelum Rapat Umum
Pemegang Saham kedua tersebtt, dengan tidak memperhitungkan
tanggal umsm:m_@:m?&%: tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa
Rapat Umum vmamom:om%ms_ms pertama telah diselenggarakan tetapi

tidak mencapai.kuorum. -~

d. Rapat ci%ﬂwmamom:m Saham kedua adalah sah dan berhak
mengambil _Amucm.cmm: yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang
sahamatagkuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili paling
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah.

e. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham
kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan
waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh
OJK.

: “Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau
orang lain dengan surat kuasa.
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Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk

sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan -

ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi
sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang
Saham yang bersangkutan.

Ketua rapat berhak meminta agar surat _emmm‘n::ﬂ:x mewakili
pemegang saham diperlihatkan pada waktu xmumﬁ t%ca Pemegang
Saham diadakan. o

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saha n_mu mm:m_.: memberikan
:m_A xmumn_m pemiliknya untuk Sm:mm_:m_,_a m;:._ suara.

ﬁ:m_m_owm Direksi, anggota oms_m: _Aww__mm_._m dan karyawan
Perseroan boleh bertindak selaku _Amwmwjmm_m_._._ Rapat Umum Pemegang
Saham, namun suara yang mereka _mma.%ﬂxm: selaku kuasa dalam Rapat

Umum nmamom:m Saham tidak a_:_ﬁ_._:m\amhma pemungutan suara.

5. Pemungutan suara ammnﬁ.: .diri orang dilakukan dengan suara
tertutup yang tidak a_wm:umnmamm:_ dan mengenai hal lain secara lisan,
kecuali apabila _Amﬁ:m,.mmmumﬁ Bm:m_._nc_a: lain tanpa ada keberatan nm:
1 (satu) atau lebih pem mmsm saham yang bersama-sama mewakili

sedikitnya 1/10 atu per _mm_uc_cs bagian dari jumlah seluruh saham
m

dengan suara yang‘sah.

6. wm:._mmm:m wm_._ms dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum
vmam@maﬁwﬁ%ma namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko)
dianggap~pengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas

pemegang saham yang mengeluarkan suara.

7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang
Saham, kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
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Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian
sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

8. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang
transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar zoam_ dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :

E_m: memberikan keputusan yang sama n_m:mm_._, xmucﬁcmm: yang
disetujui oleh pemegang saham independen. _yang tidak mempunyai
benturan kepentingan; ;

s
=t
Y -
.«.

b. Rapat Umum Pemegang Saham’ a__._mn._: ‘0leh pemegang saham
independen yang mewakili lebih’ %ﬂ i#1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham am:mm: :m_?mcma yang sah yang dimiliki oleh
pemegang saham _:amum_._ams dan _Amu:Emmn adalah sah jika disetujui
oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dafi | jumlah mmEE: saham dengan hak suara yang
sah yang dimiliki o_ﬁﬂ»umamum:o saham independen;

¢. dalam hal xcmwm_._a mmcmmm_am:m dimaksud pada ayat 8b Pasal ini
tidak tercapai, ﬁme aka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua,
xm.ccEmm: mmm:muma__m dihadiri oleh pemegang saham independen
<m:m%;%mx__ lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
mm:mqrfnmsmmz hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang
saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham
independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham: dan

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 8c
Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum
kehadiran, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham ditetapkan oleh 0JK, termasuk jumlah suara untuk
mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut
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dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang belaku di bidang Pasar Modal.

9. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan
oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan
oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di c_n_m:@ Pasar Modal.

10. Pemegang saham dapat juga Bm:@mﬁmﬁw@cncmm: yang
mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham am:umr:..mﬁm_,mﬂ semua
pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara-tertulis dengan

menandatangani usul yang bersangkutan. @@ P

K

11. Saham Perseroan tidak Bmauc_ém_ :m suara, apabila :
a. saham Perseroan yang a_xcmmmvm.m n.._w_yo_m: Perseroan;

b. saham induk Perseroan “m,__,._u a__emmm_ oleh anak perusahaannya
secara langsung atau tida mmz:@_ atau saham Perseroan yang
dikuasai oleh perseroan lain m:o sahamnya secara langsung atau
tidak langsung tela n__:.__\__c oleh Perseroan;

c. hal-hal lain mmcmom_am:m diatur oleh peraturan perundang-undangan
dan umqmﬂcamfmzo berlaku dibidang Pasar Modal.

12, mm:% cm@_ yang diajukan oleh para pemegang saham selama
umac_nmzw%n%mﬁmc pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham smmmmuamam:c:_ syarat, sebagai berikut :

Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung
dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;

Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang mm:m:,_
bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari
jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah; dan

Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung
dengan usaha Perseroan.

o

(=

inl
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Penggunaan laba
Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan Qm: Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut.

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai nmamm: xmBmBEm:
keuangan Perseroan berdasarkan _Amcﬁcmm?{m:o diambil dalam Rapat
Umum Pemegang Saham, dalam keputusan manaijuga akan ditentukan
waktu pembayaran dan bentuk dividen.

Dividen untuk 1 (satu) saham.haft s «dibayarkan kepada orang atas

nama siapa saham itu _.,mammm_. dalam daftar pemegang saham pada
hari kerja yang akan %m:ﬂ:wnm oleh tau atas wewenang dari Rapat

s

Umum Pemegang Saham am_mawsm:m keputusan untuk pembagian

dividen diambil. \Wv
Hari pembayaran cmhm_cscaxm: oleh Direksi kepada semua
pemegang mm:m,%v &w

Ketentuan umfﬂ@dam: dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini,
berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

3 _uwimﬁy memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku
yang cmﬂmmc@xcﬁm: dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca
dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan
tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian
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itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan
dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan @mcm
rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi Q\E,n_m: mmamsﬂmﬂm
(dividen interim) apabila keadaan keuangan Persergan memungkinkan,
dengan ketentuan bahwa dividen sementara (div interim) tersebut
akan diperhitungkan berdasarkan keputusan Rapat aec_._._ Permegang
Saham Tahunan berikutnya yang diambil mmma,wmm. engan ketentuan dalam
Anggaran Dasar, dengan memperhatikan umaﬁ_‘. perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta xmnm_._Em: Bursa
Efek di Indonesia di tempat amam:mmwmwmww%m:ma Perseroan dicatatkan.

i,
6. Laba yang dibagikan mmUmom?n@am: yang tidak diambil dalam
waktu 5 (lima) tahun sejak wm_m_.@m_.m_ yang ditetapkan untuk pembayaran

dividen lampau, dimasukkan xmﬁw_ms cadangan khusus.

Dividen dalam nm@.m:mma khusus tersebut, dapat diambil oleh
pemegang saham <m:w%.ms9m_h dengan menyampaikan bukti haknya

atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen <mso”mb diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) ﬁm_.Eq
sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi
milik m"m..ﬂwmmmm:. ’

" Ppenggunaan dana cadangan
Pasal 25

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan n#m:ﬁ.cxm:.o_m.: Rapat
Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana
ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan dilakukan sampai
dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal
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yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang
diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh
persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat
memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan
Perseroan. 4
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang %mm‘mmwmsv:cmmx olehnya
dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Tl

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar .@Mmﬁm cadangan

il

5. Setiap bunga dan xm::E_._mm:_..n_,_m__._ﬁ.@mno didapat dari dana
cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

{did

Eet ]
~,

anggaran dasar
J«ﬁr..ﬂ.f

Pasal 26

g:mccm?m_‘
.»%.? %, ;
1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham <m:mnm¥mai oleh pemegang saham yang dihadiri
oleh pemegang%a 'yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
bagian dari H.c, lah¥seluruh saham yang telah dikeluarkan yang
mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan
355?&%‘ untuk mufakat di dalam hal keputusan berdasarkan
chﬁzm_ﬁg untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat
Umum Pemegang Saham.

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta
notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang, menyangkut nama,
tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal
dasar pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta
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pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan
terbuka atau sebaliknya wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang
dan/atau penggantinya.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang
tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menetri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mmm,,_ instansi yang
berwenang dan/atau penggantinya. 3 .W%WMV

4, Apabila dalam Rapat Umum Pemegang mmsma yang ﬁ__:._mxmcnm
dalam ayat 1 pasal ini kuorum kehadiran <mamm?n=nm:E_mmw tidak tercapai
maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan p ,z,ww%scmn 21 (duapuluh
satu) hari setelah Rapat Umum _um_,:Mmm_._m Saham pertama itu dapat
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat
dan acara yang sama seperti yang#diperlukan untuk Rapat Umum

2

Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan
harus dilakukan paling _mamwwwu (tujuh) hari sebelum Rapat Umum
Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak amaum_.::.c_._mrma
tanggal umamzmm__m_w..mmz Hm%mmw rapat, dan disertai informasi _Um:g._m
Rapat Umum vmammmmmwmmwma pertama telah diselenggarakan tetapi
tidak mencapai kuorumj”serta untuk pemanggilan Rapat Umum
Pemegang mm_._mmmm %m_nmam_u:ﬂ tidak perlu dilakukan pengumuman
terlebih dahulu o,m,zV apat Umum Pemegang Saham kedua harus dihadiri
oleh pemégang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima)
bagian¥dafi&umlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
rmu:Emm:umamHE.E oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham
kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan,
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan,
pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
ditetapkan oleh OJK.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan
secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh
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Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1, (satu)
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional,
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang
pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan

dan pemisahan 2

Pasal 27 Yy

1. Dengan mengindahkan ketentuan Um_,mm,cunm ‘pérundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan,

peleburan, pengambilalihan dangpemisahan hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan Rapat Umum Peniegang Saham yang dihadiri
oleh pemegang saham atauskuasa mereka yang sah yang bersama-
sama mewakili paling sedikit 3/4.(tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengap hak suara yang sah dan keputusan disetujui
berdasarkan _._._:mﬁ%mwm: Untuk mufakat, di dalam hal keputusan
berdasarkan 3%55&@%?% mufakat tidak dapat dicapai, maka
keputusan diambil, berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau
kuasa mereka yang'sahi yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga
per empat), cm@_mmbmz jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam

Rapat

2, >ump:mu dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud
tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara
yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham
kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan
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dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum mmam@mzm
Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum,
serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut
tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan x.mumﬁ._.._aca
Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau a:.,__mx_: uma
pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang m,w_,: n_m.: keputusan
disetujui berdasarkan musyawarah untuk B:ﬂ_m_.__mwm‘ﬂ_m_ ﬁ_m_m.a :m._
keputusan berdasarkan musyawarah untuk Bcﬁmxmmﬁ_ﬁ_m_ﬁam_&mnn__nmu.m_:
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh suara.yang dikeluarkan secara

sah dalam Rapat. \ S
Dalam hal kuorum kehadiran am_mﬂ?mmumn gmum Pemegang Saham

kedua tersebut juga tidak ﬂmﬂnmummm,ﬂam._‘_mw#mrnmm um_.ao:o_u_m: Perseroan,
kuorum kehadiran, H:B_mﬁmcmﬂw,fc_w_n:x mengambil keputusan,
pemanggilan, dan waktu pefyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham ditetapkan oleh _Amﬂ%ﬁ@mam: Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan; atau instansi yang berwenang dan/atau

penggantinya. xmfd W

L

e F
il

3. Direksi wajib mengimumkan dalarn surat kabar harian berbahasa
Indonesia <m=oﬂ, peredaran nasional mengenai ringkasan rancangan
penggabungan, _u_mn_mmca_._, pengambilalihan dan pemisahan .vmﬂmmam:
mmx:_.mm;%_é m:owﬂm 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat
cacaﬁ%_@%w@m:@ Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan
umﬂc:am:w&mam:@m: dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pembubaran dan likuidasi
Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat %mr.cwm: berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh um._._w_mmm.zm
saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling
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sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju
dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-
sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. p

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud

P st N

tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai;*maka paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari
setelah Rapat Umum Pemegang Saham, pertama itu, dapat
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sahamikedua dengan acara
yang sama seperti Rapat Umum Pemeégang Saham pertama.

Pemanggilan Rapat Umum vmammmﬁ&m@jma kedua harus dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari Mmcm_:,a.z Rapat Umum Pemegang Saham
kedua tersebut dengan zamxm%,maumm::c:@xm: tanggal pemanggilan
dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang
Saham pertama ﬂm_m:mma_mm_m:o@mﬂw_a: tetapi tidak mencapai kuorum,
serta untuk um_._._m:ma,_mawwmmuwﬁ Umum Pemegang Saham kedua tersebut
tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum

Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para

pemegang mm:mm,%wwn,amaz_z paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari Hcﬂ_mc mm_:m@w saham dengan hak suara yang sah dan keputusan
berdasarkan. musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka
xmucﬂcmmwﬂmacz berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham
kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan,
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan dan waktu
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi
yang berwenang dan/atau penggantinya.
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2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud

dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain. A,

S

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat

b,
e,

mitum Pemegang
Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan. ™~

5. Likuidator wajib memberitahukan kepada.para kreditur dengan
cara mengumumkan dalam Berita Zum_a mmuﬂzﬁzno:mm_m dan dalam
surat kabar harian berbahasa Indoriesia yang” berperedaran nasional
serta memberitahukan kepada MefitéfizHukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, QJK, sesuai nm_._om:;xmnm:ﬁcm: peraturan perundang-

undangan dan peraturan <m1,mrwm_._mxc&_ bidang Pasar Modal.

6. Anggaran Dasar seperti <m.=m termaktub dalam akta ini beserta
pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal
disahkannya perhitungan; _\w_wwn_mm_ oleh Rapat Umum Pemegang Saham
berdasarkan um,_w_«mmﬁcm: dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara

sah dan &cm_._xmﬁ%.@%m_c:mmm: dan pembebasan sepenuhnya kepada
para likuidator.

o
-

7. Sig amms:::@m: likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang
saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan
jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka
miliki masing-masing.

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan
rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal.
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9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat
melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi.

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal
ini meliputi :
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;

b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;

c. Pembayaran kepada para kreditor; 5 "
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi_kepada Rapat Umum
Pemegang Saham; dan .

g

e. Tindakan-tindakan lain yang nmﬂ_;,a__mxcm_«m: dalam pelaksanaan

(_ Pasal 29

& ¥

Untuk hal-hal <m=m$£@:@m:m_ Pemegang Saham yang berkaitan
dengan vm_.mma%%_uma Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal
pada alamat sebagaiitana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham

yang dimaksud a.,w_ma Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

"
gy
~ Peraturan penutup

L |

Pasal 30

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran
Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan
memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

IX.Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk
memindahkan kuasa ini kepada orang lain, dikuasakan untuk
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menuangkan/menyatakan Keputusan, baik sebagian, setiap maupun
seluruh keputusan dalam Keputusan, dalam akta ini (yang bilamana
diperlukan untuk menuangkan/menyatakan kembali Keputusan dalam
satu atau beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris), dan selanjutnya
memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
Keputusan dan/atau pengubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam
Keputusan, pada instansi yang berwenang dan untuk membuat
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk <m:m\._cmmw,=.:m:muc: juga

yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan dan/atat*diterimanya
pemberitahuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya, untuk ﬁ,ﬂﬁwﬁunmsumﬁ kedudukan

dan untuk melaksanakan tindakan lain yang ﬁ_u_m.m_cxm:.

Y

Selanjutnya penghadap dengan ini am:ﬂmﬂmxm: dan menjamin

sepenuhnya akan kebenaran amhmmmm.w dari penghadap, yaitu sesuai
am:@m:ﬁm:amum:om:m_ mm:m.\_}%ﬂm-n_mm@,,asm a_mmaummxmzrm_umammmﬁ.
zoﬂmzmh .J.,

nm:m:mamuam:o_m.,:m:_ fuz_m Bm:ﬁﬁmxmsﬁm_mzam:mm:_am:
memahami sepenuhnyatatasiseluruh dan setiap isi akta ini, sehingga
sehubungan dengan hal wmmmmgn diatas maka penghadap dengan ini
menyatakan cm,_mﬁbmm_._:m jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta

amacm_wwxms zmﬁ.m:m_, atas segala dan setiap akibat yang timbul.

Demikian akta ini

Dibuat mmam@mm minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan
tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh
para saksi :

1. Tuan Ferry Sanjaya, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal
tiga puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat
(30-12-1984), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Bandung, Jalan Raden Sasmitapura nomor 10, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir,
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pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273053012840006, untuk
sementara berada di Jakarta;

2. Nyonya Anna Hidayanti, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan
(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Bekasi, Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010,
Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan:Tambun Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10,1203:620668.1004,
untuk sementara berada di Jakarta;

P,

keduanya pegawai pada kantor Notaris..

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, 20m,m:mm kepada penghadap,
para saksi, maka segera akta ini ditaridatangani oleh penghadap, para
saksi dan saya, Notaris. . %

2hin,

Dibuat dengan tiga tambahan, nmmnm coretan dan tanpa penggantian.

owmwmxm:,%m_u_momm mm_m:mi\m:ommsmm::ssﬁ.
ek, Notaris Jakarta

IRAWAN SOERODIO, SH., MSi.,,

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUMPERCETAKAN NEGARARI.

71



